
PENETAPAN – SOP – SDM BADAN ADHOC PEMILU DAN PEMILIHAN 

2025 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 20 TAHUN 2025 
TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SUMBER DAYA MANUSIA 
BADAN ADHOC PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 
PURWOREJO. 
 

ABSTRAK :  bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan 
Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 
dan Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten Purworejo tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur 
Pelayanan Sumber Daya Manusia Badan Adhoc Pemilihan Umum dan Pemilihan 
pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo; 

     
Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo ini 

adalah: 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6863); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 
dan Komisi Pemilihan Umum Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja 
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, 
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan 



Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan 
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
826); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang 
Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota 
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); 
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang 
Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum 
dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan 
Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang 
Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 
2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara 
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; 
 

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 20 

Tahun 2025 diatur tentang: 

1. Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Sumber Daya Manusia 
Badan Adhoc Pemilu dan Pemilihan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Purworejo. 
 

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Purworejo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 
tanggal 22 September 2025. 

- Lampiran 8 halaman. 


